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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR{ T TAHUN 2021

!

TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

!

i
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan
peningkatan kinzjerja pcnyclenggaraan pemerintahan daerah
serta pengcmbarigan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
pcngembangan, iaroduktivitas, dan daya saing daerah, perlu
adanya kebijakar% inovasi daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) dan Pasal
388 ayat (6) Un(iang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan De{_erah beserta perubahannya, ketentuan Pasal
34 ayat (1) Und,éngUndang Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Sistem Nasiona]gi llmu Pengetahuan dan Teknologi, serta
ketentuan Instrtsksi Gubernur Nomor 1210 Tahun 2018
tcntang PeIaksaliaan Gerakan @ne Agency @ne [nnovation di
Provinsi Sumatfera Selatan, perlu mengatur mengenai
penyclcnggaraan -‘Einovasi daerah;

bahwa berdasarikan perimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a ?an huruf b, perlu menetapkan Peraturan

i .
Gubernur tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

Pasal 18 ayat (L] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Momor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara% Republik Indonesia Nomor 1814);
Undang-Undang |Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jéngka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Negar%a Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembe}u'an Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik [Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perunciang-undangan {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesja Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang—fjndang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas ‘Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembei%l’ukan Peraturan  Perundang-undangan
{Lembaran Negara} Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lemba;fan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembara1n Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) seba%aimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan UndanglUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keduaé atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerint%ahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 13015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesifa Nomor 5679);

Undan g-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
(Lembaran Negara? Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266,
Tambahan Lembajan Negara Republik Indonesia Nomor 5599};
Undang-Undang Iélomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan {Lei'mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor _$60 1);

UndangUndang jNornor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu Peilgetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih
Telsologi Kekayaén Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian
dan Pengembanéan oleh Perguruan Tingg dan Lembaga
Penelitian dan Pﬁngembangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesfa Nomor 4497);

Peraturan Pemer:intah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Und?ng-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 21;5, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3357);
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Peraturan Pemerntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daeraé (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Noinor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Ilembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Iédonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah (Lembaram Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 206, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 20102025;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Bcr:basis Elektronik (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dengan
Menteri Dalam N¢geri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36
Tahun 2012 tente;ng Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

Peraturan Menteti Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman
Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1715j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesja Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah denéan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 20182tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Noinor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomer 157);

Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
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Peraturan Menter§ Dalam Negeri Nomor S Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomeniatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota | yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan | Urusan Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indoneslga Tahun 2017 Nomor 197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018
tentang Penilaiaxf!ﬁ dan Pemberian Penghargaan dan/atau
Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomer 1611);

Peraturan Mentép’ Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrafsi Nomor S Tahun 2019 tentang Kompetisi
Inovasi Pelayane;fn Publik di Lingkungan Kementerian/
Lembaga, Pemerizitah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan
Badan Usaha Mili;k Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 201® Nomer 230);

Peraturan Daergﬁ\h Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selataip (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2b16 Nomor 14) sebagaimana telah diubah
dengan Peratura%l Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas ;IPeraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pemben?iukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Sumat%’a Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

Peraturan Guberrﬂgur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyelenggaraan ?enelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Pemerintah Providsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Selatanr Tahun 2010 Nomor 8 Seri E);

Peraturan Gubemur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penguatan
Sistem Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 204 3 Nomor 20j;

Peraturan Guberfiur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Sistem
Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan (Berita

Daerah Provinsi Sbmatera Selatan Tahun 2014 Nomor S8);

MEI;:VIUTUSKAN:

: PERATURAN GUEiERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN
INOVASI DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian dan Singkatan

: Pasal 1

3
3

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

le.

11.

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

Pcmerintah Prowinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.

Gubernur adalahg Gubernur Sumatera Selatan.

. Dewan Perwakilab Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat

DPRD, adalah IiZ'Jewan Perwakilan Rakyat Dacrah Provinsi

Sumatera Scla rari.

. Kabupaten/Kota: adalah Kabupaten/Kota di Provinsi

Sumatera Selatan.
Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi
penelitian dan pa}‘xgembangan.

- Inovasi adalah  kegiatan  penelitian, pengembangan,

penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian
atau kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan
praktis nilai dan: konteks ilmu pengetahuan yang baru atau
cara baru untuk zx'nenerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang telah ada ke; dalam produk atau proses produksi.

. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam

penyelenggaraan pPemerintah daerah.

s Penyelenggaraan'% Inovasi Daerah adalah semua bentuk

pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/
atau inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau
proses produksi.

Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu
sistem untuk meijumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan
antar institusi éemerintah, pemerintahan daerah, lembaga
kelitbangan, lcmléaaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi,
dunia usaha, dari| masyarakat di daerah.

Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan
kegiatan penelitién, pengembangan, penerapan, pengkajian,
perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan
mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu
pengetahuan yang baru atau cara baru untuk mencrapkan
ilmu pengetahuain dan teknologi yang telah ada ke dalam
produk atau pro%s produksi.

ey rara ey wrassy -
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12. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kekayaan atas segala
hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk

manusia.

13. Rencana Pembaihgunan Jangka Menengah Daerah, yang

selanjutnya disirigkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan

dacrah untuk peﬁ‘iode S (lima) tahun.

Bagian Kedua
Tujuan, Sasaran, Prinsip, dan Ruang Lingkup
Pasal 2

(1) Penyelenggaraan, inovasi  daerah bertuyjuan  untuk

meningkatkan kii'xerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Sasaran penyelefnggaraan inovasi daerah diarahkan untuk

mempercepat terwijudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

a.
b.

C.

peningkatan pfelayanan publik;
pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
peningkatan daya saing daerah.

(3) Penyelenggaraan| inovasi daerah dilaksanakan berdasarkan

prinsip:

a.

o a0 T

~ o o™

xo<_a.

peningkatan e}ﬁsiensi;

perbaikan efe&ﬁvitas;

perbaikan kuzilitas pelayanan dan/atau produksi;

tidak menimbpikan konflik kepentingan;

berorientasi %kepada kepentingan umum dan/atau
peningkatan daya saing;

ditakukan seIra terbuka;

memenuhi nilai kepatutan dan/atau kelayakan;

dapat dipertanggungjawabkan hasilnya;

bersifat simult:an dan berkelanjutan;

dilaksanakan %ecara sistematis dan integratif; dan/atau

. membangun sinergitas.

Pasal 3

Ruang lingkup penyklenggaraan inovasi daerah terdiri atas:

a. inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan

pemerintahan daeirah; dan/atau

b. inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses

produksi.

Pasal 4

Ruang lingkup Perat[uran Gubernur ini meliputi:

a. inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan

pemerintahan dadrah;



..

b. inovasi daerah dalem rangka peningkatan produk atau proses
produksi;

. pengusulan;

. penetapan;

. perencanaan;
sistem penyelenggaraan inovasi daerah;

. perlindungan hak kekayaan intelektual,;

. pengembangan inovasi daerah,;
penilaian dan/atay penghargaan;
penyebaran inovast daerah;

. pendanaan; !

=Rt m o a0

kerjasama; !
informasi inovasi daerah;
sanksi; dan

o p 8

pembinaan dan/atau pengawasan.

BABII
INOVASI DAERAH DALAM RANGKA
PEMBAHARUAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 5
inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan
pemerintahan daeraﬂ, dapat berbentuk:
2. Wwaoresk tata keldlk pemerintahse dasraky,
b. 1novasi pelayanad; publik; dan/atau
c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6
Inovasi tata kelola erintahan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal S huruf a, merupakan inovasi dalam pelaksanaan
manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tasa laksana
internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan
unsur manajemen.

Pasal 7
(1) Inovasi pelayanaxé publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S huruf b, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan
kepada masyarakat yang meliputi:
a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
b. inovasijenis dan bentuk barang/jasa publik.
(2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), melipum:
a. pelayanan barang publik;
b. pelayanan jasd publik; dan/atau
c. pelayanan admnistrasi.



Pasal &

Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangaél daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S huruf ¢, mefupakan segala bentuk inovasi dalam

penyelenggaraan i’ur usan  pcmerintahan  yang  menjadi

kewenangan Pemerihtah Provinsi.

Pasal ®

Kriteria  inovasi | daerah dalam rangka  pembaharuan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

a. mengandung pe(:hbaharuan seluruh atau sebagian unsur dari
lnovasi; i

b. memberi mani'aai?t bagl daerah dan/atau masyarakat;
tidak mengakib:atkan pembebanan dan/atau pembatasan
pada masyarak%!lt yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan peru n‘idang- undangan;

d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah;

e. dapat direplikas'%:
menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan
proses dan/atau% produk barang dan/ atau jasa; dan/atau

g. kriteria ]airmy,eil sesuai dengan ketenfuan peraturan

perundang-un gan.

BAB IIT
INOVASI DAERAH DALAM RANGKA
PENINGKATAN PROBUK ATAU
PRO®SES PRODUKSI
Pasal 190
(1) Inovasi daerah d?lam rangka peningkatan produk atau proses

produksi dapat Ediselenggarakan oleh anggota masyarakat
dan/atau pergurélan tinggi.

(2) Inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses
produksi sebagéimana dimaksud pada ayat (1), dapat
berbentuk :

a. penemuan;

b. pengembangan;

¢. duplikasi; dan/atau
d

. sintesis.



Pasal 11

(1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1@ ayat (2)
huruf a, mempaican kreasi suatu produk, jasa, atau proses
baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) huruf b, mer._'ixpakan pengembangan suatu produk, jasa,
atau proses yanggsudah ada.

(3) Duplikast sebag@fimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf c, merupaléan peniruan suatu produk, jasa, atau proses
yang sudah ada. i

{4) Sintesis sebagaizfaana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf
d, merupakan éerpaduan konsep dan faktor-faktor yang
sudah ada menjaj:ﬁi formulasi baru.

Pasal 12

Kriteria inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau

proses produksi, meiipmi:

a. mengandung per’?nbaharuan seluruh atau sebagian unsur dari
movasi;

b. memberi manfaa:i bagi daerah dan/atau masyarakat;

c. tidak mengakibéltkan pembebanan dan/atau pembatasan
pada masyarakf}:t yang tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perun&ang-undangan;

d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan
proses dan/atau produk barang dan/atau jasa; dan/atau

e. kriteria lainny2 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undsiigan.

BAB IV
PENGUSULAN
Bagian Kesatu
Usulan Intsiatif Inovasi Daerah dalam Rangka
Perhibaharuan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Pasal 13
(1) Usulan inisiatif inovasi daerah dalam rangka pembaharuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat berasal dari:
Gubernur;
anggota DPRD;
aparatur sipil%negara;
perangkat daqfrah;
anggota masyarakat;
badan usaha §gnilik daerah; dan/atau

m o0 a0 g

perguruan tinggt
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(2) Penyelenggaraan, pemerintahan daerah paling sedikit
menciptakan 1 (satu) inovasi untuk setiap tahun sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 14

(1) Inisiatif inovasiy daerah yang berasal dari Gubemur
sebagaimana dim{'aksud dalam Pasal 13 ayat (1) hurufa, dapat
disiapkan oleh (}Eubernur dan dapat dibantu oleh pihak yang
ditunjuk oleh G ubermur.

(2) Inisiatif inovasi | daerah yang berasal dari anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b,
dapat dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam
rapat paripurna DPRD sesuai tata tertib DPRD.

(3) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari aparatur sipil negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf ¢, dapat
disampaikan kej:izada kepala perangkat daerah yang menjadi
atasannya untuk, mendapatkan izin tertulis.

(4) Inisiatif inovasi éiaerah yang berasal dari perangkat daerah
sebagaimana dir%)aksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d,
dapat disampatkan kepada perangkat daerah yang
membidangi penélitian dan pengembangan.

(5) Inisiatif inovasi ciaerah yang berasal dari anggota masyarakat
sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, dapat
disampaikan kep:'ada Ketua DPRD dan/atau Gubernur.

(6) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari badan usaha milik
dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf
f, dapat disampgikan kepada pimpinan badan usaha milik
daerah untuk mei;ndapatkan izin tertulis.

(7) Inisiatif inovasi j;iaerah yang berasal dari perguruan tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, dapat
disampaikan kef)ada Gubernur melalui perangkat daerah
yang membidangﬂ penelitian dan pengembangan.

Pasal 15
Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
dapat dituangkan dalam bentuk kerangka acuan kerja yang
sekurang-kurangnygt memuat:
a. alasan perlunya inovasi;
b. urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan
inovast;
metode inovasti;
tahapan dan jadijval inovasi,
keluaran inovasi% dan

= a0 A n

penanggung jawéb inovasi.
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Bagian Kedua
Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam Rangka
Peningkatan Produk atau Proses Produksi
Pasal 16
Usulan inisiatif inovasi daerah dalam rangka peningkatan
produk atau proses produksi, dapat berasal dari:
a. anggota masyarakat; dan/atau
b. perguruan tinggi.

Pasal 17
Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota masyarakat
dan/atau perguruan tinggi dapat disampaikan kepada Gubernur
melalui perangkat daerah yang membidangi penelitan dan

pengembangan untuk mendapatkan pembinaan.

Pasal 18
Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

dapat dituangkan jalam bentuk kerangka acuan keria yang

sekurang-kurangnyg memuat:

|
a. alasan perlunya inovasi;

b. bidang/sektor/produks1 barang dan/atau Jasa yang akan
dilakukan inovasi
c. metode inovasi;

d. tahapan dan jadw8l inovasi;
e. keluaran inovasi; dan
f. penanggung jawam inovasi.

BABV
PENETAPAN
Pasal 19
(1) Inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal S,

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2} Keputusan Gubgrnur mengenai inovasi daerah sebagaimana
dimaksud pada afyat (1), disertai dengan penetapan perangkat
daerah yang ditu1gaskan untuk melaksanakan uji coba inovasi
daerah.

(3) Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksamakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 20

(1) Inovasi daerah oleh anggota masyarakat dan/atau perguruan
tinggi, dapat diléporkan kepada Pemerintah Provinsi untuk
dicatat dalam daﬁ;ftar inovasi daerah oleh perangkat daerah
yang membidangi penelitian dan pengembangan.

(2) Inovasi daerah ol;eh anggota masyarakat dan/atau perguruan
tinggl yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat difasilitasi iian/atau dibina oleh Pemerintah Provinsi.

(3) Fasilitasi dan/atéu pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dapat %dilaksanakan oleh perangkat daerah yang
membidangi penélitian dan pengembangan.

(4) Inovasi daerah olsh anggota masyarakat dan/atau perguruan
tinggi yang tidak: didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh
anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggi.

BABVI
PERENCANAAN
Pasal 21

(1) Perencanaan invasi daerah dapat dilakukan dengan
menyusun dokurhen kebijakan yang tertuang dalam roadmap
penyelenggaraanit inovasi daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan pcrund;ang-undangan.

(2) Perencanaan inojvasi daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, dilaksanakan agar penyelenggaraan inovasi daerah
sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

(3) Roadmap penye:lenggaraan inovasi daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubemur.

Pasal 22

(1) Penyusunan dokumen roadmap penyelenggaraan inovasi

daerah, dapat dilé.kukan melalui:

a. identifikasi da<‘n pengumpulan data;

b. pemetaan; da

c. analisis faktojkebijakan, program, dan kegiatan.

(2) Inovasi daerah 'oleh anggota masyarakat dapat menjadi
masukan dalam perencanaan inovasi daerah.

{3) Proses penyusuinan dokumen roadmap penyelenggaraan
inovasi daerah, | dapat dilakukan dengan memperhatikan
berbagai prioritag kerangka pembangunan, respon perubahan
lingkungan dinaxjnis, serta sebagai perwujudan visi dan misi
Gubernur dalam?pembangunan di daerah.
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Pasal 23

(1) Perencanaan peri.yelenggaraan inovasi daerah dapat menjadi
masukan penyujsunan RPJMD dan berlaku dengan masa
perencanaan sejalan dengan berlakunya RPJMD sesuai
dengan ketentua:il peraturan perundang-undangan.

(2) Gubemur dalaln? merumuskan perencanaan inovasi daerah,
dapat membent\jlk {im yang melibatkan unsur pemangku
kepentingan.

Pasal24
Penyusunan dokumen roadmap penyelenggaraan inovasi daerah,
memuat sekurangkiirangnya:
a. pendahuluan;
b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi saat
ini;
. analisis lingkunguan strategis;
. kebijakan dan strateg inovasi daerah;
. tahapan pengemb;smgan inovasi daerah; dan

o A0

penutup.

BAB VII
SISTEM INOVASI DAERAH
Bag#an Kesatu

Umum

Pasal 25
Penyelenggaraan irjovasi daerah diwujudkan dalam sistem
inovasi daerah, terdii atas:
a. kelembagaan;
b. sumber daya; dark /atau
c. jaringan.

Bagian Kedua
Kelembagaan
Pasal 26
(1) Perangkat daejah sesuai dengan bidangnya dapat
menyelenggarakivl inisiatif inovasi daerah dalam rangka
pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2) Anggota masyarakat dan/atau perguruan tinggl dapat
menyelenggarakidn imsiatif inovasi daerah dalam rangka
peningkatan proéuk atau proses.
(3) Gubemur menuéaskan perangkat daerah yang membidangi
penelifian dan pengembangan untuk mengkoordinasikan,
memantau, ;mengawasi, dan/atau mengevaluasi

penyelenggaraan§inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayati{2).
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Pasal 27
Penyelenggaraan ingvasi daerah dapat melakukan kerjasama
bidang penelitiannf
pemerintah pusét/daerah, lembaga penelitian dan
pengembangan, lembaga pendidikan, lembaga penun jang inovasi,

dan pengembangan dengan instansi

dunia usaha, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 28
Penyelenggaraan inagvasi daerah menjunjung tinggi norma, etika,
dan budaya denganf cara mengembangkan profesionalisme dan
menginternalisasika:n nilai-nilai sosial bagi penyelenggaraan
inovasi daerah. |

Bagian Ketiga
Sumber Daya
Pasal 29
(1) Penyelenggaraan inovasi daerah mendayagunakan sumber
daya organisasifya untuk melaksanakan inovasi daerah
secara tepat guné, tepat mutu, dan tepat sasaran.
(2} Sumber daya erganisasi yang digunakan untuk inovasi
daerah sebagaimlana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemanfaatan Jkeahlian dan kepakaran yang sesuai dengan
tematik dan/atau spesifikasi sumber daya inovasi daerah;
b. pengembangaiiq kompetensi manusia dan
pcngorganisas:iannya;
C. pengembangaﬁ struktur dan strata keahlian jenjang karier;
d. peningkatan | pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan
intelektual;
e. pemanfaatan édata dan informasi; dan/atau
f. pcngembangaxfl sarana dan prasarana ilmu pengetahuan
dan teknologié

Bagian Keempat
Jaringan
Pasal 3¢
Penyelenggaraan inavasi dacrah dapat melakukan kerjasama dan
membangun jejaring pengembangan inovasi daerab dalam
rangka penataan jariingan inovasi daerah melalui:
a. komunikasi intcgraktif/ intensif antara lembaga/organisasi
penyelenggaraan inovasi daerah;
b. mobilisasi sumber daya manusia; dan/atau
¢. optimalisasi pe:%tdayagunaan hak kekayaan intelektual,
informasi, saranf dan prasarana ilmu pengetahuan dan
teknologi serta inovasi.
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Pasal 31
Komunikasi sebaga;imana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a,

dapat dilakukan dezﬁ\gan:

a. kerjasama penyfclenggaraan kelompok diskusi terfokus,
scminar, lokaka;ya, workshop, simposium dan kegiatan
sejenisnya;

b. menjalin kerjasama di bidang penelitian, pengembangan, dan
penerapan ilmu | pengetahuan, teknologs dan inovasi antar
lembaga/organisasi; dan/atau

c. kerjasama kepaléaran, keahlian, kompetensi, keterampilan
sumber daya manusia untuk penguatan inovasi daerah
dengan pemerinléah pusat/daerah, dunia usaha, lembaga

pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 32
Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dapat

dilakukan menuruti kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau
sumber daya manu:sia untuk penguatan inovasi daerah sesuai

dengan ketentuan pi:raturan perundangundangan.

Pasal 33
Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3@ huruf c,

i
dapat dilakukan dengan:

a. pemanfaatan hak'kekayaan intelektual;

b. pemanfaatan infof*masi inovasi daerah; dan/atau

c. pemanfaatan sarana dan prasarana inovasi daerah.

Pasal 34

(1) Gubernur da}%at melakukan koordinasi, sinkronisasi,
tasilitasi inovasi daerah dan/atau inovasi dalam rangka
peningkatan ?produk serta proses produksi di
Kabupaten/ Kotajl,

(2) Gubernur seéagaimana dimaksud pada ayat (1),
menugaskan pe?.rangkat daerah yang membidang penelitian
dan pengembajngan untuk memfasilitasi berlangsungnya
jejarmg penyelg?-nggaraan inovasi daerah dalam kerangka

sistem inovasi daerah.



- 16 -

BAB VIII
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEK TUAL
| Pasal 35

(1) Hak kekayaan ir;gltelektual atas inovasi daerah dalam rangka
pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi
milik Pemerintaﬂ] Provinsi dan tidak dapat dikomersialkan
sesuai dengan kétentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak kekayaan ix‘;htelektual atas inovasi daerah dalam rangka
peningkatan I;roduk atau  proses  produksi yang
diselenggarakan% oleh anggota masyarakat dan/atau
perguruan tinggl, dapat ditcntukan oleh para pihak
pemangku kepef:ntingan dengan mempedomani ketentuan
peraturan perune;lang-unda ngan.

(3) Gubernur dapaq' memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan
intelektual sebag}!.imana dimaksud pada ayat (2).

(4) Fasilitasi pendaftjaran hak kekayaan intelektual sebagaimana
dimaksud padagayat (3), secara teknis dilaksanakan oleh
perangkat daerah yang membidangi penclitian dan

pengembangan.

BAB IX
PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 36
Pengembangan inov?si daerah dapat dilaksanakan melalui:
a.u)j coba inova%i daerah dalam rangka pembaharuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan/atau
b. pembinaan inovaéji daerah dalam rangka peningkatan produk
atau proses prod\iksi,

BBagian Kedua
Uji Coba Inowvasi Dacrah dalam Rangka
Pembaharuan Penyclenggaraan
Pemerintahan Daerah
Pasal 37

(1) Pelaksana inovasi daerah dalamm rangka pembaharuan

penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan uji

coba inovasi diaerah berdasarkan Keputusan Gubernur

sebagaimana dirriaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

i
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(2) Uji coba inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan pada ?erangkat daerah sesuai bidangnya sebagai
laboratorium uji coba.

¢

3
H

tata laksana pada perangkat daerah yang dipilih sebagai

(3) Selama masa ujiicoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang
berbeda sebagaimana yang diatur dalam peraturan
perundang-undaégan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat
membahayakan ikesehatan, keamanan dan keselamatan
manusia serta lingkungan.

(4) Pelaksana inova\__%i daerah menyampaikan laporan secara
berkala setiap 3| (iga) bulan sekali atau sewaktu-waktu
apabila diperlukéan dalam pelaksanaan uji coba inovasi
daerah kepada pci:rangkat daerah yang membidangi penelitian

dan pengembangén.

Pasal 38
(1) Pelaksanaan uji coba inovasi daerah harus didokumentasikan

oleh pelaksana i{;ovasi daerah untuk menilai perkembangan
dan keberhasilaré setiap tahap pelaksanaan uji coba inovasi
daerah.

(2) Selama masa Lé:ii coba, pelaksana inovasi daerah dapat
melakukan pen}%esuaian rancang bangun inovasi daerah
untuk menghasiléan inovasi daerah yang diperlukan.

(3) Dalam hal uji coba inovasi daerah tidak berhasil, pelaksana
inovasi daerah menghenskan pelaksanaan uji coba inovasi
daerah dan melaporkan kepada kepala perangkat daerah yang
membidangi penelitian dan pengembangan.

{(4) Penghentian uji ktoba sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dilakukan atas persetujuan Gubernur.

Pasal 3%
(1) Pelaksana inovasi daerah menyampaikan basil pelaksanaan

scluruh tahapan! uji coba inovasi daerah kepada perangkat
daerah yang menihbidangi penelitian dan pengembangan.

(2) Kepala perangks:iit daerah yang membidangi penelitian dan
pengembangan fmelakukan evaluasi menyeluruh terhadap

i
hasil tahapan pelaksanaan uji coba inovasi daerah.
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(3) Hasil evaluasi tgbapan pelaksanaan uj coba inovasi daerah
sebagaimana di?maksud pada ayat (2), disampaikan oleh
kepala perangkzit daerah yang membidangi penelitian dan
pengembangan.

Pasal 4@
Inovasi daerab yang sederhana, tidak menimbulkan dampak
negatif kepada mafsyarakat, dan tidak mengubah mekanisme
penyelenggaraan pémerintahan daerah berdasarkan peraturan
perundangundangan, langsung diterapkan tanpa melalui uji
coba novasi daerah.

Bagian Ketiga
Pembinaan Inovasi Daerah dalam Rangka
Peningk:étan Produk atau Proses Produksi
Pasal 41
(1) Pemerintah Provi;nsi dapat mendorong inovasi daerah dalam

rangka peningkBtan produk atau proses produksi yang
diselenggarakan ! oleh anggota masyarakat dan/atau
perguruan tinggi melaiui kegiatan penunjang meliputi:
a. fasilitasi;
b. advokasi;

C. asistensi;

d. supervisi; ¢/atau
e. edukasi. dani/

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a, dapat
dilakukan  melalui  konsultasi, koordinasi, dan/atau
penyebaran. |

{3) Advokasi sebagal;mana dimaksud pada ayat {1) huruf b, dapat
dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan/atau
pendampingan.

{4) Asistenst sebagai;mana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, dapat
dilakukan mel:alui lokakarya, kolaborasi, dan/atau
penyuluhan.

(5) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat
dilakukan mela‘}ui pengarahan, pembimbingan, dan/atau
pengendalian.

(6) Edukasi sebagaié')ana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat
dilakukan mela{iui bimbingan teknis, adopsi, dan/atau
modifikasi. |

{(7) Anggota masya}'akat dan/atau perguruan tinggi yang
mendapatkan kégiatan penunjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), hfarus membuat laporan pertanggungjawaban
terkait dengan k:;giatan pelaksanaan inovasi daerah.
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BAB X
PENILATAN DAN/ATAU PENGHARGAAN
Pasal 42

(1) Dalam rangka | penyelenggaraan inovasi daerah dapat
diberikan penilaian dan/atau penghargaan.

(2) Pemberian penil;ajan dan/atau penghargaan sebagaimana
dimaksud pada% ayat (1) dikoerdinasikan oleh Perangkat
Daerah yang met#Ibidangi Penelitian dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuaxél peraturan penaindang-undangan.

| BAB XI
PEN;YEBARAN INOVASI PAERAH
Pasal 43

(1) Gubernur menugaskan perangkat daerah yang membidangi
penelitian dan pé:ngembangan untuk melakukan penyebaran
terhadap penetapan inovasi daerah.

(2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan antarajlain dengan cara:

a. seminar,

b. workshop;

c. konsultansi;

d. lokakarya;

e. penerbitan buletin;

f jurnal ilmiah;
g. publikasi media massa; dan/atau
h

. pameran.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 44
Biaya yang diperluk{m dalam rangka penyelenggaraan Peraturan
Gubemur ini, dibc_:bankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lain yang sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KERJASAMA
| Pasal 45
(1) Pemerintah Pro‘?insi dapat melakukan kerjasama dalam
rangka penyelenégaraan inovasi daerah.
(2) Penyelenggaraan ikerj asama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakdn sesuai dengan ketentuan peraturan
perundan g—undafxgan.
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BAB X1V
INFORMASI INOVASI DAERAH
Pasal 46
(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dapat diberikan
sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa:
a. teguran lisan;
b. peringatan tertulis;
c. pemberhentian sementara kegiatan; dan/atau

d. pemberhentian total kegiatan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN/ATAU PENGAWASAN
| Pasal 47

(1) Gubernur dapgt  melakukan pembinaan dan/atau
pengawasan terhahap pelaksanaan Inovasi Daerah.

(2) Gubernur sebagaiynana dimaksud pada ayat (1), secara teknis
meriagasgxn PErEngral ezl yurg mewmtidang prnchitian
dan pengembangé.n untuk melakukan pembinaan dan/atau
pengawasan pelaklsanaan inovasi daerah.

(3) Gubernur selaku:wakil pemerintah pusat dapat melakukan
pembinaan danJatau pengawasan pelaksanaan inovasi
daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 48
(1) Gubernur secara teknis menugaskan perangkat daerah yang

membidangi pénelitian dan pengembangan  untuk
melaksanakan e;\.faluasi penyelenggaraan inovasi daerah
sesuai dengan iroqdmap penyelenggaraan inovasi daerah
dan/atau sesuai| dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
digunakan sebagai masukan dalam penyelenggaraan inovasi

daerah.



Penyelenggaraan inovasi daerah selain memperhatikan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, juga
memperhatikan regulasi penyelenggaraan inovasi daerah yang

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pada saat Pcraturaﬁ Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan

yang
ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi terkait penyelenggaraan

peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan

inovasi daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
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BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

| BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

: Pasal 51
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap Dfang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 23 Harst

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

2021

Dto.

H. NASRUN UMAR

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 23 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU
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